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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Kinerja 

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia 

berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing 

prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sedangkan Prawirosentono (1999:2) 

mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu:  

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika.” 

 

Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993:379) mengartikan kinerja sebagai 

the record of outcomes produced on a specified job function or activity during 

a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua 

pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang 

diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun 

waktu tertentu, dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian 

hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak 

termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. Definisi kinerja 

organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Tangkilisan (2005:175) 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam 

suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi 
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tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Nogi tersebut, Encyclopedia 

of Public Administration and Public Policy dalam Keban (2004:193), juga 

menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh 

organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan 

target yang telah ditetapkan. 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau 

program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta 

sasaran yang telah  ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam 

jangka waktu tertentu. 

 

A. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau 

aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai 

tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Keban (2004) untuk melakukan kajian secara lebih 

mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian 

kinerja di Indonesia.  Maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai 

berikut: 

a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat, dalam kenyataannya, 

orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada 
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suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan 

tersebut 

b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan 

proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan 

main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria 

apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur 

dalam manajemen sumber daya manusia tersebut dengan demikian 

manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama 

keberhasilan sistem penilaian kinerja 

c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu 

organisasi dengan tujuan penilaian kinerja, apabila paradigma yang 

dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian 

selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, 

sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang 

diperhatikan 

d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap 

pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan 

komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka 

para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha 

melakukakan penilaian secara tepat dan benar. 

 

Menurut Soesilo dalam Tangkilisan, (2005:180) kinerja suatu organisasi 

dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut: 

a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 

fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi 
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b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi 

c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan 

untuk bekerja dan berkarya secara optimal 

d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan 

data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi 

e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 

aktivitas organisasi. 

 

Selanjutnya Yuwono dkk dalam Tangkilisan, (2005:180) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi 

meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan 

organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

organisasi dan kepemimpinan yang efektif, banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta.  

 

Secara detail Ruky dalam Tangkilisan, (2005:180) mengidentifikasikan 

faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja 

organisasi sebagai berikut: 

a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan 

semakin tinggi kinerja organisasi tersebut 

b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi 
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c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 

ruangan, dan kebersihan 

d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan 

e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota 

organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi 

f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 

imbalan, promosi, dan lain-lainnya. 

 

Menurut Atmosoeprapto, dalam Tangkilisan (2005:181) mengemukakan 

bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor eksternal, yang terdiri dari: 

1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan 

ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk 

berkarya secara maksimal 

2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya 

beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu 

system ekonomi yang lebih besar 

3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di 

masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap 

etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 
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b. Faktor internal, yang terdiri dari: 

1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi 

2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada 

3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 

organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan 

4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam 

pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang 

bersangkutan. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. 

Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi 

kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam 

organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). 

Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena 

pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-

masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda 

tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi. 
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B. Penilaian Kinerja 

Menurut Stout dalam Tangkilisan, (2005:174) mengemukakan bahwa 

pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi 

(mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa 

ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Bastian dalam Tangkilisan, (2005:173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan 

penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan 

memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. 

Secara rinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja 

organisasi sebagai berikut: 

a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian prestasi 

b. Memastikan tercapaianya skema prestasi yang disepakati 

c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara 

skema kerja dan pelaksanaanya 

d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi 

pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang 

telah disepakati 

e. Menjadikanya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan 

dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

g. Membantu proses kegiatan organisasi 
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h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara 

objektif 

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan 

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi 

 

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam 

mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator pengukuran kinerja yang 

dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. Menurut Dwiyanto, (2006:49) 

penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan 

menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan 

efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator yang melekat pada 

pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan 

responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat 

penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi 

publik seringkali bukan hanya memiliki stakeholder yang banyak dan 

memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu sama lainya 

menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi 

yang jelas akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para 

stakeholder juga berbeda-beda. 

 

C. Indikator Kinerja 

Menurut McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 

(2005:174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : output oriented 

measures throughput, efficiency, effectiveness.  
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Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

b. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun 

misi organsiasi 

 

Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) 

mengemukakan idikator kinerja antar lain: economy, efficiency, effectiveness, 

equity. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit 

mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik 

b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang 

maupun misi organisasi 

d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan. 
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Sedangkan Kumorotomo dalam Dwiyanto, (2006:52) mengemukakan 

bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria 

sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara 

lain: 

a. Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor 

produksi serta pertimmbangan yang berasal dari rasionalitas 

ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti 

likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi 

yang sangat relevan. 

b. Efektivitas 

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? 

Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 

tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 

c. Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan 

nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang 

menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok 

pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 
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d. Daya Tanggap 

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, 

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap 

negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab 

itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruahan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria 

daya tanggap ini. 

 

Menurut Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar 

adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Produktivitas  

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 

juga efektivitas pelayanan produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa 

terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) 

mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas 

dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki 

hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang 

penting. 

b. Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting 

dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak 

pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul 

karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diterima dari organisasi publik. 
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c. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini 

menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan 

sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara 

langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 

menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan 

ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 

tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan 

misi dan tujuan organisasi publik organisasi yang memiliki 

responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek 

pula. 

d. Responsibilitas  

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit. 

e. Akuntabilitas  

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh 
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rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan 

kepentingan rakyak dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas 

publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat 

banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran 

internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, 

seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran 

eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi 

kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma 

yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Dari berbagai macam indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan oleh 

para ahli di atas, penulis memilih untuk menggunakan indikator pengukuran 

kinerja yang dikemukanan oleh Agus Dwiyanto (2006) yaitu Responsibilitas, 

Kualitas Pelayanan, Produktivitas, Akuntabilitas dan ditambah Sumber Daya 

Manusia karena dipandang sesuai, lebih tepat, dan lebih mampu mengukur 

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran 

dalam pelaksanaan program e-KTP. 
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2.2 Pengertian e-KTP 

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari 

segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-

KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 

bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap 

pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang 

mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. 

Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 

kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, 

ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. 

 

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut 

situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. 

 

A. Latar Belakang e-KTP 

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP 

konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat 

memiliki lebih dari satu KTP, hal ini disebabkan belum adanya basis data 

terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta 

tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal 

tertentu dengan manggandakan KTP-nya.  



23 
 

Misalnya dapat digunakan untuk: 

a. Menghindari pajak 

b. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh 

kota 

c. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya 

d. Menyembunyikan identitas (seperti teroris) 

e. Memalsukan dan menggandakan KTP. 

 

Didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-government) serta 

untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem 

informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda 

Penduduk elektronik atau e-KTP. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. 
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5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perpres 

No. 26 Tahun 2009. 

 

C. Fungsi dan Format e-KTP 

1. Fungsi e-KTP adalah: 

a. Sebagai identitas jati diri 

b. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk 

pengurusan izin, pembukaan rekening Bank dan sebagainya 

c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP 

d. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program 

pembangunan. 

 

2. Format e-KTP sebagai berikut: 

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan 

pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih 

dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya 

yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang 

akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah 

KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk 

menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup 

banyak, diantaranya: 

a. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan 

chip 

b. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 
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c. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang 

menyerupai spiral) 

d. Printing, yaitu pencetakan kartu 

e. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 

f. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman. 

 

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext,  

filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra 

violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan 

standar internasional  NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents 

ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik 

sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm 

x 85,60 mm. 

 

D. Keunggulan dan Kelemahan e-KTP 

1. Keunggulan e-KTP 

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs 

resmi e-KTP, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di 

Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang 

diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih baik daripada di 

RRC Kartu identitas elektronik (e-IC) tidak dilengkapi dengan biometrik 

atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang 

berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di India, sistem yang 

digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah 

sistem UID (Unique Identification Data), di Indonesia disebut NIK (Nomor 
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Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik 

pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih 

dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di 

Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena e-KTP 

dilengkapi dengan biometric dan chip.  

 

e-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP 

nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:  

1) Identitas jati diri tunggal 

2) Tidak dapat dipalsukan 

3) Tidak dapat digandakan 

4) Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (e-voting). 

 

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh 

jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya 

dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai 

autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai 

berikut:  

1) Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain 

2) Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores 

3) Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar 
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2. Kelemahan e-KTP. 

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki 

kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan 

KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah 

menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika 

melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak diakui 

karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus 

pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak 

adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa 

dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak 

pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank. Mendagri 

Gamawan Fauzi telah menyampaikan melalui surat edaran resmi nomor: 

No. 471.13/1826/SJ bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi untuk 

menghindari kesalahan fatal terkait pembacaan menggunakan card reader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan
http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_sipil
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2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-

Undang nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti 

peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan 

implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan 

chip. Program e-KTP di Indonesia telah dimulai semenjak 

tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan e-

KTP nasional. Adapun kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta, 

dan Denpasar. Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan Surat Dirjen 

Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri nomor 

471.13/3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP berbasis NIK Nasional di 

empat kota percontohan tersebut. Sedangkan penerapan e-KTP secara 

nasional baru dimulai pada bulan Februari 2012, meliputi 2348 kecamatan 

dan 197 kabupaten/kota pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 

300 di kabupaten/kota pada tahun 2012.  

 

e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi 

kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah 

pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. 

Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki 

fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat 

yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan 

publik.  
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Berdasarkan penjabaran diatas maka kerangka berpikir penelitian adalah 

ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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